
PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

PERINDUS TRIAN DAN PERDAGANGAN
Julan El Tsri - Seba Telepon/Facsimile: {CI380) 861249

KEPUTUSAN KEPAIA DINAS
PENANAMAN ViODAL DAN PELAYANA}I TERPADU SATU PINTLI,

PERINDU S TzuAN D AN PERD A GA},]-GAN-
KABLIPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 1 7/IO PAUD/DPN'IPTSPPP/V/20 19

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

PENDID1KAN ANAK USIA DINI (PAUD) HANDAYANT ]
DI DESA MOLIE KECAN,{ATAN HAWU MEHARA

KABLIPATEN SAB LI RAIJUA

KEI]ALA DINAS PENANAMAN MODAL D,TN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
PERIND U S"|RIA}'I DAN PERDAGANGAN KABTJPAT'EN S AB U RAIJ LT A

Menimbang . a.

l\[pn rrin oq f
' 1.

I

J

bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada
masyarakat. sefta meningkatkan partisipasi masyarakat <ii bidang
penciiriikan periu riiberikan kesempatan keparia masyarakat untuk
mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Sabu Raijua.
bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepaia Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perindustrian dan Perdauangan Kabupaten
Sabu Rai.iua tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PALTD)

HANDAYANI 2

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
(icfam Danr{irliLn l\Iocinnql'

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru
dan Dosen,
Unciang-Unciang Repubiik incloneisa i.{omor 32 Tahun 2005 ienlang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4;

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi FJusa Tenggara Timur,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah;
Pera,turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tenta,ng
Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahvn 2008 tentang
\ri^;:L rf^l^i^-.vv o-f lu Dvta.lal )

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Standar Nasionai Pendiciikan;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Pengeloiaan dan Penyeienggaraan Pendidikan,

Peraturan Presi<ien Republik In<ionesia Nornor 6U Tahun 201-i tentang

Pengembangan Anak Llsia Dini Holistik dan lntegritas,

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

06A20 02 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia hiomor 63

Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak LIsia Dini;

Peraturan N{enteri Pendidikan dan Keb';dayaan R.epublik Indonesia Nomor

137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidkan Anak Usia Dini.

Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor i9 Tahun 2Ai7 tentang Kedudukan

Sisiem Organisasi Perangkai Daerah dan Fungsi serta taia kerja Dinas-

Dinas Kabupaten Sabu Raijua,
Keputusan 

-eupati 
i',lornor i53 Tahun 20i7 tentang Penetapan Standar

Opersionai Prosedur dan Stanciar Peiayanan Pubiik Penyeienggaraarr

Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Sabu Raijua.

Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PALTD)

HANDAYANI 2 dari Notaris Emmanuel Mali, S H lrlomor . 51 Tanggal 1 I

luni 2009.

Surat Rekornendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

KepemudaandanolahragaKabupatenSabuRaijuaNomor
42Ol 5i /DPKKO-SRiIV/20 I 9 tanggal ?7 Apt|r 2Ai9

MEiMLITUSKAN

N{ernberikan lzrn Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

IIAIiIDAYANI 2 yang berlokasi di Desa N{olie Kecamatan Hawu Mehara

Kabupaten Sabu Raijua.
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU. berlaku

sepanjang mematuhi semua ketentuan i/ang peraturan perundang-undangan yang

Ueitat u, dan wajib melaporkan hasil belajar mengajar pada setiap awal tahun

kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
e^h,, D.;i,,^Jquu r\or-l uq.

Daiam hai pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian pada pihak

iain, atau peserta didik yang mengakibatkan ierhentinya kegiatan pendidikan,

maka t*guiu resiko yang iimbui sepenuhnya menjacii tanggungjawab pihar

pemegang izin.
Segali pinyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan iut

yang dapat merugikan ker.vibar.vaan pemerintah baik sengaja maupan ticiak

iengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum'

Tidak dibenarkan mengalihkan lzin Operasional Pendidikan Anak [Jsia Dini

(pAUD) ke pihak lain ?engan <Jalih apapun sebelum ,adanya 
persetujuan_dari

Dinas pendiclikan. Kebudayaan. Kepemudaan dan olahraga kabupaten sabu

Raijua.
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N{emperhatikan . 1.

|,4enetapkan
KE,SATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELlMA
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KEEN,.LfuI

KEl UJUH

Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan

ketentlran peratulall perundang-u ndangan yan g beriaku'
lainnya sesuai dengan

. Hai-hai yang belum teratur dan ticiak <iiatur ciaiam keputusan ini akan ciiatur

kemudian sebagaimana n1estillnya.

KEDELAPA\T . Keputusan ini rnuiai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruaan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinva'

Ditetapkan di . Seba

Pada Tanggal I }lei l0 I 9

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sabu Raiiua di Seba (sebagai laporan;;

2. Kepaia Dinas penciiciikan, Kebuciayaan, Kepemuclaan rian Oiahraga Kabupaten Sa'bu Raijua iii Seba;

3. inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raiiua di Seba;

4. Carrat Har,l'u Mehara di fanajawa;
5. Kepala Desa i!{olie cli Molie

i}iA UTAMA MUDA
i95908i5 i993i2 i 003
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